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MARAK
PENYELEWENGAN

DANA DESAPengawasan
Tugas Bersama

KEPALA Dinas Pemberdayaan Mas-
yarakat Desa (PMD) Provinsi Bengkulu Ali
Sadikin menilai perlu ditingkatkan monitoring
dan evaluasi (monev) dalam penggunaan dana
desa. "Kita bersama dengan Dinas PMD kabupaten •
sudah melakukan pembinaan melalui bimtek dan so-

sialisasi. Tapi memang masih
kurang dan perlu ditingkatkan.

Kita (provinsi) tidakbisasendi-
rian karena jumlah desa 1.341.

Dan lagi dengan dana
yang terbatas,"

ujar Ali.

• Baca PENGA-
WASAN...Hal 7

Dikatakan Ali, tugas memberi-
kan sosialisasi kepada kades
dan perangkat desa adalah tugas
bersama berupa pembinaan dan
pengawasan bersama. Dalam hal
ini juga melibatkan inspektorat
dan camat.

"Camat juga harus proaktif, kar
ena pemerintahan desa itu paling
dekat dengan kecamatan. Kami
minta pihak kecamatan di kabu
paten proaktif untuk melakukan
pembinaandan pengawasan dan

melaporkan kepada provinsi,"
kata Ali.

Ali juga mengimbau kepada
seluruh kades agar memanfaat-
kan Tim Pengawal, Pengamanan
Pemerintah dan Pembangunan
Daerah (TP4D) dari kejaksaan
untukmelakukan pendampingan
agar tidak terjadi kesalahan yang
menimbulkan masalah hukum

dikemudian hari.

Selain TP4D, kata dia juga me-
mintapendampingan dan penga
wasan dari anggota Bhabinkam-
tibmas dan kapolsek setempat

LEBONG

Mantan Kades Ketenong II
Kecamatan Pinang Belapis. Siran
- Kasus penyelewengan DD

tahun 2015 senilai Rp 270 jula
ADD lahun 2015 senilai
Rp 159 jula

M.inl.iii Kades Rio.i I'utiak.
Kei amatan Pinang Belapis,
l.tik Muradi,
- Kasus penyelewengan DD tahun

2015 senilai Rp 276 juta dan ADD
Mantan Kades Ketenong I.

matan Pinang Belapis
Muin Zahil

- Kasus penyelewengan DD tahun
2016senilaiRp 592juta

REJANG LEBONG

Kasus ADDdan DD Desa Ail
Mundu TA2017.

".in ADD Rp 260.6 juta
bersumber dari APBD 2017 dan
DD mencapai Rp 746,9 juta
sumber dari APBN 2017

BENGKULU SELATAN

Eks Kades Desa Tungkal II
Hernawan

Eks Bendahara Niko Irawan dan

Eks TPK Yudiman

karena sudah ada kerjasama
(MoU) antara Kapolri dengan^
Kementerian Desa PDT.

"Imbauan untuk kades, terh-
adap penggunaan anggaran yanj
berasal dari DD maupun ADD1
untuk tetap mematuhi peraturan
perundang-undangan. Karena
danayang disediakan oleh negara
untukmembangun desa itu harus
dipertanggungjawabkan. Sepeser
pun dana yang digunakan dan
dibelanjakan yang bersumber
dari negara harus dipertanggung
jawabkan," demikian Ali.(tew)

BENTENG
Mantan Kades Paku Haji Sarkani
- Potensi kerugian negara 300 juta
Kades Karang Tinggi Mirwan
- Polensi kerugian negara 128 juta
Kades Gajah Mali Rohmanto
- Potensi kerugian negara 280 jutf


